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Menimbang a. bahwa 
_ 
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat terhadap penanganan Corcna Viarus Disease 
-2O19

(COWDlgl di Provinsi La.mpung yang dilaksanakan oleh
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi l"ampung terkait
pelayanan pemeriksaan Rapid. Diagrcstic fest (RDT), nt_pCn
serta pelayan aa medicolegal dalam pengujian Kesehatan
(Surat Keterangan Sehat) ;

94*" dengan perkembangan pelayanan pada Balai
Laboratorium Kesehatan hovinsi Lampung, sehingga
beberapa tindakan pelayanan belum terakomodir dan suaifr
tidak relevan. dengan perkembangan sekarang ini sehingga
perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 201g tentang Badan Layanan
Umum Daerah, Tarif Layanan BLUD diietapkan dlngan
Peraturan Gubemur;

!.!.*" berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 

-perlu 
menetapkan

Peraturan Gubernur la.mpung tentang Tarif Layanan UmumDaerah pada Unit pelaksana fen is Daerah Balai
la.boratorium Kesehatan provinsi l^ampung;
Undang-U:rdang Nomor I Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (lembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan tirnt"..., N"g"ra
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
3:::::,f"::_ 

perr.rbangunan 
. Nasionat (Lemlaran Negara

Kepu Dlr-r( tnctonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaf_rankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik
{1lglteran (Lembaran Negara Republik lnJonesia Tahun2OO4 Nomor 116, Tambair" f.-U"ra" N;;* RepublikIndonesia Nomor 4431);

lnj3n8-._Unaang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Iembaran Negara Republik r"aorre"ia Tahun 2009Nomor 112, Tambah"i Ir-u"o"n g;-ililbtik IndonesiaNomor 5038);
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5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun iOOg Nomor
114, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20lg tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2O18 Nomor 2, Tarnbahan kmbaran- Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 21lg tentang
PengeloLaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor a2, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2olg tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negari Repubtk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2olg
lentalq Badan Layanan Umum Daerah (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l2l3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2Ol9
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
|ovinsi I^ampung (Lembaran Daerah provinsi la,mpung
Tahun 2Ol9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi
La.mpung Tahun 2019 Nomor 491);

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2Ol9 tentang
Kedudukan, Susunana Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serti
Tatakerja Perangkat Daerah provinsi Lqrnpung (Berita Daerah
Provinsi la.mpung Tahun 2019 Nomor 56);

12. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 10 Tahun 2O2O tentang
Ler.nbeltyt<an Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas daiUnit Pelaksana Teknis Daerah pada peran[kat Daerah
lry:l"i I -mpung (Berita Daerah provinci Laripung Tahun
2020 Nomor l0);

r- Menetapkan
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: PERATIIRAX OI,EERII,R TETTAf,c TARIT PELAYATAIT
I"ABORATORIT'U YA,rG DIXTLOI.A OLEH UI{IT PELAIGAITATEXTIS DAER.AII BALAI LAAORATORITIU XTSIEHATAIY
PROVTTSI IA.UPUIIG.
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Gubernur adalah Gubernur l.ampung.
Daerah adalah provinsi Lampung.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan proyinsi Lampung.
Rapid Test adatah pemeriksaan Cepat untuk ScreeningcowDt9.
Pengambilan Swab adalah pengambil,an sample dari hidungdan tenggorokan.



J

6' RT-PCR adarah Real Time polymerase chain Reaction, pemeriksaan untukspeciment COVIDI9.
7. Pemeriksaan Medicolegal arlqlqh Pengujian Keehatan untuk meanper'leh SuratKeteragan Sehat.
8' Unit Pelaksana Teloris Dinas Kesehatan provinsi r.ampung yang selanjutnyadisebut uprD Balai r.aboratorium Kesehatan adalah unrf perit"sarri Teknis padaDinas Kesehatan provinsi t^ampung.
9. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan adalah Kepala UpTD Balai LaboratoriumKesehatan Provinsi lampung.
10. Badan layanan U*yT ?3"*h yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistemyang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis omisleaa;-Daerah dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalampola pengelolaan keuangan sebagai perrgecualia, aari tetentua' pengelolaan

daerah pada umumnya.

p..at 2
(1) BLUD bertuju^r" uatuk mcmberikan layanan umum seeara lebih efelrtif, efisien,

9ko19mis, transparan aan Ertanggingiawab dengan -"*p".t "t,o" "o"keadilan, kepatutan dan manfaat *.l"t"i'dengan *ktek Bislis vang sehat,
Tltyk- membantu pencapaian tujuan pemerindh oae.J y""g ;-""g"rohannyadilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oren i"-i"ia oa"rair.

(2) Gubernur bcrtanggungiawab atas kebiiakan penyelenggaraan pelayanan umum.
(3) Pejabat. Pengelola BLUD bertanggungiawab atas pelaksanaan pemberian layananumum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
(4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah

Daerah.
(5) BLUD merupakan bagan dari pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB U
TARIP LIIYAI|AII

Pu.I g
- (1) BLUD mengenakan 11! t ** seSagni imbalan atas penydiaan layananbarang/jasa kepada masyarakat.

(2) Tarif Iayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (r), berupa besaran Tarifr darr/atgu pola Tarif.
(3) Tarif l^ayanan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) d.isusun atas dasar:

a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
b. hasil per investasi dana.

(4) Tadf Layanan yang disusun atas dasar nerhitungan biaya per unit rayanansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruia bertujiran 
""i"til'""rtup seluruh

e?*X,T$ff ,$*Iff '"?if"1"erua'r'anuntutmlngnasltan-Laraigflasaatas
(5) Tarif i^ayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akun.^ns,i

(6) Tarif .ayanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimanadimaksud pada ay-"t (3) r,u.ui-U _J_n;*"". perhlffi; Tarif yang3iffiffi*ff ;;s;;.i""" a#"i.,u""a*i 6;;-,hfi;;, oreh BLUD
(7) rarif Lavannff:ilf,Tffi1 dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi



(8) Dalam hal 
-penyusunan. Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atasperhitungan biaya per u-nit Layanan atau tr'asil per investasi aanJseuagaimanadimaksud pada ayat (3), T;rif a"p"i-ailgpkan dengan perhitungan atau

3:1$ffi. I;ain vang berpedoman pada ketentu"r, F"r"tior,' pe-rundang-

perd4
(1) Besaran Tarif sebagaimana dimal<sud dalam pasal 3 ayat (2) merupakanpenJrusunan Tarif dalam bentuk:

a. nilai nominal uang; dan/atau
b' presentase atas harga pa.tokan, indeks harga, kurs, pendapa.tan kotor/bersih,dan/atau penjualan kotor/ bersih.

(2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalarn pasat 3 ayat (2) merupakanpenyusunana Tarif lAyanan rtetern bentuk formul,a.

(l) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspekkontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhai, drv;;i;syarakat, asas- keadilan dan kepetutan, ar' lorp.uJ y"t g sehat dalam penetapan besaran

I#.*r.""" 
yang dikenakan t<epaaa masyarakat serta batas waktu penetapan

' ' (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat(l) kepada Gubemur.
(3) usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan TarifLayanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layarian.' '
(4) Usulan Tarif Layanan sebagaimsns dimaksud pada ayat (2) dilakukan secarakeseluruhan atau per unit layanan.
(5) Untuk penjrusunan Tarif Layanan BLUD sebagairnana dimkasud pada ayat (2),pemimpin dapat membentuk rim yang keanggotaannya berasal dari:

a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Unsur perguruan Tinggi; dan
d. kmbaga Profesi.

(61 rarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) disampaikan kepadapimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daeratr.

Pasal 5

Peral 6
Pengenaan Tarif Pemeriksaan Rapid Tes dan RT-pcR untuk cowllg serta tarifpemeriksaan Medicolecal uprD Balai r,aboratorium Kesehatan n"ri"s Lampungadalah sebagai berikut:

JEMS PEMERIKSAAN TARiF KET
I Pelayanan

f,Itnll/PICR
Laboratorlum

I Pemeriksaan
Covid-19

Rapid Test Rp. 150.000,- Per Sampel

2 Pemeriksaan
dengan RT-PCR

Covid-19 Rp.9OO.00O.- Per Sampel

il Pelayanen Medlc-al Check-
Up

I Pemeriksarr Medicolegal Rp. 50.000 Per Orang

No
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Paral 7
(1) Tarif l,ayanan pada UPTD Balai t aboratorium Kesehatan Provinsi l.ampung dapat

ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diluar penetapan Tarif dalam
Peraturan Gubemur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin
BLUD,

BAB UI
IIETEITTUAN PEIlITfl'P

Pasl 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal L2 - 11 - 2O2O

GT'BERtrrUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - ll - 2O2O

SEKRETARIS DAERAII PROVINSI LAMPUNG,

IT. FAHRIZAL DARMINTO MA
Pembina Utama

NrP. 19641021 199003 10()8

ttd

s"tir,"r, """uf dengan asbnya
KEPAr-A BfRO EUKUM,

'K
ZtiLFII(AR" SH., !IH.
Pembina Utame Muda

NtP. 19680428 199203 I 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPI,'NG TAHUN 2O2O NOMOR : 63


